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NOMOR 18
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KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG

TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN

hermimbang

Mengimgnt

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah membentuk Badan Perencncan Pembangunan
Daerah yang ditetapkan depgan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

sesuat dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nowmor 07 Tahun 2008,
perlu menetapkan tugas, fungsi dan tala kerja unit organisast di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati.

. Lindang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1930 Nomer 43Y;

- Undang-Undang  Nomor 8§ Tahun 1974 tentanp Pokok-pekok

Kepepawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
l.embaran Negara Nomeor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Lndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3890).

. Undang-l!ndang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tabun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Wegara Republik lndonesia Tahun 2005
MNomor 18 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
4548} to. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubzhan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Wegara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844},

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahup 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737y;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20607 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan L.embaran Negara Nomor 4741y,

7. Peraluran Menters Dalam Negeri Nomor $7 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

B. Peratusan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri 1)) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
02 Tahun 2006 tentang Perubshan Pertama Atas Peramran Daerah

Nomor 02 Tzhun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor
02 Seni D),

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tabun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Dacerah Tahun 2008 Nomor 03
Seni I));

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah  dan Pembentukan Organisasi

Perangkat Dacrah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 07 Serj D).

MEMUTUSKAN ;

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA

KERJA  UNIT OQRGANISASI DI LINGKUNGAN  BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan -
1. Dacrah adalah Daerah Otonom Kabupaien Cianjur,
2. Dacrah Otonom adalah kesatuzn masyarakat hukum yang mempunyai batas
s¢lempat menurut prakarsa sendini ber aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesaman Republik Indonesia,

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
unfuk mengatur dan mengurus sendiri wrusan pemnerintahan  dan
kepentingan masyarakat selempal sesuai dengan peraturan perupdang-
undangan.

4. Pcmerintahan Daerah  adalah penyelenggaraan pemerintaban  daerah
otanom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilag Rakyat Daerah
menurut azas desentralisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai
Badan Eksekutif.



(
(2)

{1)

(2

Utusan pemeriniahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan vang menjadi  hak
dan kewajiban setiap lingkatan darvatau susunan pemerintahan untuk
mengatur  dan mengurus  fongsi-fungsi  tersebut yang  menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
mensejahterakan masyarakat.

Bupati adalah Bupati Cianjur.
Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Dacrah yang
bertunggungjawab kepada Bupati datam penyelenggaraan pemerintzhan.

Sckretariat Daerah selanjutnva disebut Setda adalah Sekretariat  Daerah
Kabupaten Clanjur,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur,

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
vang diberl tugas. wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kepiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! BADAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh scorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyvusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang percncanaan dan penchitian  pembangunan
dacrah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
menyelenggarakan fungsi :

4. perurmnusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan
penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah dacrah di bidang pembangunan daerah sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku; .

b. pengkoordinasian  penyusunan perencanaan  dan  penelitian
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan yang berlaky;



b.

pengkoordinasian  penyusunan perencanaan  dan  penclitian
pembangunan daerah scsuai dengan ketentuan dan‘atay peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

pembinaan dan pelaksanaan fugas di bidang perencanaan, penelitian
dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapar  bakan
perumusan  kebijakan umum pemerintah  daerah  dj bidang
peréncanasn pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaky;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungzinya.

BAB 1II
"ORGANISAST
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Orpanisasi
Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Badan, adalah sehagai berikut
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Unsur Pembanty Pimpinan adatah Sekretaris;

¢. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari -

i
b.

o,

Kepala;
Sekretariat. membawahkan

b.1. Sub Bagian Umuem dan Kepegawaian;
b.2. Sub Dagian Keuangan;
h.3. Sub Bagian Percitcanaan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan -
¢.1. Sub Bidang Data dan Siatistik:
¢.2. Sub Bidang Cvaluasi dan [claporam.

Bidang Perencanaan  Pemerintghan Limum dan Kesejahteraan
Rakval, mvinbawalthan

10 Sub Bidane reneanann Pemerintahan Umum:

d.20 Gubs Didana Derencanaan Kesgjahteraan Rakyat,

Hilani Porensanaan Perekonomian, membavahkan -

.}, Sub Bulang Perencanaan Pertanian Pertkanan Peternakan
Kehutanan dis Peckebunan;

s

¢.2. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindusirian
Paniwisala dan Kebudayaan.

Hidang Perencanaan Pembanguman Infrastuktur dan Lingkungan
Hidup, membawahkan :

E1. Sub Didang Perencimaan Infrastrukiur Ialan lembatan, Tata
Ruang dan Bangunan:



f2. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya
Axw dan Pertambangan.

g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsionat.

BAB Iv
TUGAS KEPALA BADAN
Pasal &

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
wusan pemerintahan Dacrah di bidang perencanaan pembangunan daerah
serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB V¥

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Pertama
Sekretariat
Pazal 7

Sckretarial mempunyai fugas menyelenggarakan sebagian fugas dan fungsi
Badan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian,
kevangan, perlengkapan, penvusunan rencana Birategis, program dan kegiatan
serla melaksanakan penyusunan ¢valuasi dan laporan program dan kegiatan

sesual dengan ketentuan dan/atan peramran perundang-undangan yang
berlaku.

Pasaj §

{1) Dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan
anggaran Sckretariat;

b. pengkoordinasian dan penyusunan remcana strategis, program,
kegiatan dan anggaran;

¢. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintah dacrah 4i bidang perencanaan pembangunan
daerah;

d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga hubunpgan
masyarakat dan keprotokolan;

pengelolaan administrasi kepegawaian:
pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pepawai;
pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

L pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan peiaksanaan
program dan kegiatan Badan;

o o




pengkoordinasian penyusunan evaluasi dap laporan pelaksanaan
program dan kegialan Badan;

pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesual dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertaky;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

{(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebit pada ayat (1),
Sekretariat dibantu oleh -

(1)

a.
b.
C.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Perencanaan.

Pasa] 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fugas

a.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan tekniy
operasional  di  bidang penyusunan  rencana  kebutuhan,
peadistribusian, peraeliharzan barang, gedung, taman, dan peralatan
kerja sesuai dengan ketemtuan dan/atay peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan Kebijakan teknig
operasional di bidang hubungan masyarakat keprotokolan,
petterimaan tamu, ketentraman dan ketertiban di lingkunpan Badan

sesuai dengan ketentuan danfatay peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordings; perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada unit kerja di lingkungan Badan;

melakukan penviapan bahan pengelolaan penerimaan, petiggandaan,
pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuaj
dengan ketentuan dan/atan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai  dengan  ketentuan danfatan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan mgas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
ketentuan dan/atau peratoran perundang-undangan yang berlaku.

{2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a,

melakukan penyusunan rencans kegiatan Sub Bagian Kenangan
sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;



(3}

melakukan penyiapan bahan koordinas; perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan
adminisirasi  keuangan dan  sisterm akutansi keuvangan dan
barang/perlengkapan Badan sesuaj dengan ketentuan dap/atay
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan
Badan sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan segyaj

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlakuy;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan
penilaian barang/perlengkapan/aset Badan sesuaj dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berkzky;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi kenangan
dan barang/perlengkapan/aset Badan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan olch Sckretaris s¢suai dengan
ketentuan dan/atau peratyrar perundang-undangan yang berlaky.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas

da.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan
sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariar,

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan Kebisakan teknis
operasional di bidang penyusunan rencana program dan kepiatan
kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaky;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang pembinaan sistemn informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan
dan/alau peramiran perundang-undangan yang berlaku:

melakukan penyizpan bahan koordinasi penyusunan rencana
siralegis, program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentsan
dan/atau peraturan perundang-indangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelotaan dan pengusutan program
dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

meiakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan
informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Badan

sesnal dengan ketentuan dan/atay peraturan  perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan  informasi
program dan kegiatan Badan seguai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang beriaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
sesual dengan Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku;



i. melakukan tugas lam yang diberikan oleh Sekretaris sequaj dengan
ketentean dan/atau peraturan Perundang-undangan vang berlaky,

Bagian Kedua
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

(17 Dalam melaksanakan togas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan program  dan kegiatan Bidang Penelitian dap
Pengembangan;

b. pengkoordinasian dap penysapan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah  daerah di bidang penelitian dan pengembangan
perencanaan, pengelolaan  data, statistik, pefayanan informasi
mengsenai  potensi pembanpunan  dacrah  serta melaksanakan
pengkoordinasian penyusunan evaluas; dan laporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah sesyai dengan ketentuan dan/atay
peralran perundang-undangan yang berlaku;

<. penyiapan, penyajian data, statistik, informasi mengenai potensi dan
pelaksanaan pembanganan dacrah sesyai dengan ketentuan dan/atan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan koordinas; penywsunan  kebijakan  teknis
operasional di bidang litbang perencanaan, pengelolaan  data,
statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah
serta  melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan
laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerab sesuai dengan
ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, kegiatan di bidang penelitian  dan pengembangan
perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelavanan  informasi
mengenai  potensi pembangunan daerah  serta melakranakan
pengkoordinasian penyusunan evaluas; dan laporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah sesuaj dengan ketentuan dan/atau
peraluran perundang-undangan yang berlaky;

f. pclaksanaan  pembinaan teknis  operasional  penelitian  dag
pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan
informasi  mengenai potensi  pembangunan  daerah  serta
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

£ pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan mmit organisasi di
lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidang Penelitian dan Pengembangan:



h.

pelaksanaan  pelayanan  umum  dj bidang penelitian  dan
pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan
informasi  mengenai petensi  pembangunan  daerah  serta
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan keientuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

penyiapan  bahan  koordinasi penyusunan  evaluasi, laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan dj bidang penelitian dan
pengembangan perencanaan, pengelobaan data, statistik pelavanan
informasi  mengenai potensi  pembangunan  daerah  seda
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan rencana petnbangunan daerah sesuaj dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaky:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuaj

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana terscbut pada ayat (1),
Bsdang Penelitian dan Pengembangan dibaniu oleh:

{1)

a,
b.

Sub Bidang Data dan Statistik:
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,

Pasal 12

Sub Bidang Data dan Statiztik mempunyaj fugas

d.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan
Statistik sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan
dan/atau peraturan pevundang-undangan yang terkait dengan bidang
tugas Sub Bidang Data dan Statistik;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang penchitian dan  pengembangan
perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi
potensi pembangunan daerah sesuaj dengan  ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

rnelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan
data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah

sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-uindangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
penclitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data dan
statistik, pelayanan informasi potensi perabangunan daerah;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknia operasional litbang
perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi
potensi pembangunan dacrah sesuaj dengan ketentuan danfatan
petaturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan penyiapan bahan koordinas penyusunan evaluasi dan
laporan Badan di bidang litbang perencanasan, pengelolaan data dan
statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerzh sesuar
denpan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berfaku;
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h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Data dan
Statistik sesuai dengan ketenman dan/atan peratiran  perundang-
undangan yang berlaku;

i. melakukan rugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peralurap
perundang-undangan yang berlaku.

(2} Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

A, melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penelitian
dan Pengembangan;

b. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan
dan/atan perataran, perundang-undangan yang terkait dengan bidang
fugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

¢.  melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah sesuaj dengan Ketentuan dan/atay
peraluran perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan
dacrah sesuai dengan ketentuan dan/atan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku:

¢. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
¢valuasi dan laporan pelaksanaan rercana pembangunan dacrah;

f. melakukan penyiapan bahan pembinaan  teknis  operasional
pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan
dacrah sestai dengan ketentuan dan/atan peraturan  perundang-
undangan yang beriaku;

£ melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusitnan evaluasi dan
laporan Badan di bidang pelaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan rencana pembangunan dacrah sesuai dengan ketenluan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.  melakukan evaluasi dan japoran kegiatan Sub Bidang Fvaluasi dan

Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan pesundang-
undangan yang berlaku:

i. melakukan tmgas lain yang diberikan olch Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan sesnai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pemerintahan Utnum dan Kescjahteraan Rakyat
Pazal 13

Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum  dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tupas dan fungsi Badan dalam
melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan
umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hulum, hubungan
masvarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, keapamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial,
kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan‘atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasai 14

(1} Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,
Budang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi

a.

penyusunan  program  dan kegiatan  Bidang  Perencanaan
Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;

pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah dacrah dalam perencanaan pembangunan dacrah di
bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa,
bukum,  hubungan  wmasyarakat, pendayapunaan  aparatur,
kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan  perempuan,
keagamaan, pendidikan, permmuda olah raga, sos1al, keschatan,
ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perindang-undangan yang berlaku:

pemyiapan, penyajizn data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daeraly
pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan
aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial,
keschatan, ketenagakerjaan, transmigrasi:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional
perencanaan pembangunan dacrah di bidang pemerintahan umum
dan otonomi daersh, pemerintahan desa, hukbm, hubungan
masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga
berencana, pemberdayaan perernpuan, Keagamaan, pendidikan,
pemila olah raga, sosial, kesehatm, ketenagakerjaan, iransmigrasi

sesuai dengan ketemtuan dan/atau peraturan penundang-undangan
vang berlaku;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, kegiatan peréncanaan pembangunan daerah  di bidang
pemerintahan umum dan ofonomi daerah, pemermtahan  desa,
hukum,  hubungan  masyarakat, pendayagunaan  aparatur,
kependudukan, keluarpa berencana, pemberdayaan perempuan,
keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial keschatan,
ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan  pembinaan  leknis  operasional peTETICANAAN
pembangunan daerah di bidang pernerintahan tmum dan otonomi
dacrah, pemeriniahan desa, hukum, hubungan masya akat,
pendayagunaan - aparatur, kependudukan, keluarga  berencana,
pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah
raga, sosial, keschatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait denpan tugas

Bidang Percncanaan Pemerintaban Umum  dan  Kesejahteraan
Rakvat:
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h. pelaksanaan pelayanan umum dalam peréncanaan pembangunan

dacrah di bidang pemerinizhan uwmuam dan otonomu  daerah,
pemenntahan desa, hukum, hubungan masyarakal, pendayagunaan
aparatur,  kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda ofah raga, sosial
keschatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan
dan/atay peraturan perundang-undangan yang berlakuy:

penyiapan  bahan  koordinasi penyusunan  evaluasi, laporan
pelaksanaan  program  dan kegiatan Bidang Perencanaan
Pemerintahan Umum  dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olely Kepala Badan sesua;

dengan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat
dibantu oleh :

(1)

a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum,;
b. Sub Bidang Perencanaan Kescjahteraan Rakyat.

Pasal 15

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a.

melakukan penyusunan program  dan kegiatan Sub Bidang
Perencanaan Pemerintahan Umum;

melakukan penyiapan bahar koordinasi perumusan kebijakan umum
pemermiah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang
pemeriniahan umum dan otonomj daerah, petnerintahan desa, hukum,
hubungan masyarakat, pendayagunaan  aparatur  sesuaj dertgan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan, penyajian data dan informasj inengenai potenai
sefta permasalahan di bidang pemerintahan umnm dan otonomi
daerah, pemerintahan desa, hukum,  hubungan masyarakat,
pendayagunaan aparamr;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
cperacional  perencanaan pembangunan  dasrah  di bidang
pemerintahan wnum dan otonomi dacrah, pemerintahan desa, hukum,
hubungan masyarakat, pendayagunaan  aparatur  seswai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dap

pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan dacrah  di
bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemeriniahan desa,
hukum, hubungan masyaraka, pendayagunaan aparatur sesnai dengan
keterttuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan
dacrah di bidang pemerintshan umum dan otonomi dacrah,
pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan
aparatur sesbai dengan kefentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlakuy;

melakukan koordinasi dan  komsuliasi dengan unil organisas. di
lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
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melakukan pelayanan umom dalam perencanaan pesmbangunan daerah
di bidang pemerintahan umum dan otonom; dacrah, pemerintahan
desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan  yang
berlaku;

meiakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaiuasi, laporan
pelaksanaan program dan  kegiatan Sub Bidang Perencanaan
Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sespaj

dengan kelentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaka. -

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.

melakukan penyvsunan  program  dan kegiatan Sub Bidang
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dalam persncanaan pembangunan daerah di bidang
kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan,
keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, dosial, keschatan,
ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan  dan/atay
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan, penyajian data dan informas; mengenai potensi
serta permasalahan di bidang kependudukan, kelearga berencana,
pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah
raga, sodial, kesehatan, ketenagakerjaan, ransmigrasi;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
operasional  perencanaan  pembangunan  daerah i bidang
kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perémpuan,
keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, keschatan,
ketenapakerjaan, transmigrasi sesuai dengan  ketentvan dan/atay
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

tmelakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
petaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan dagrah di
bidang  kependudukan, keluarga  berencana, pemberds yaan
perempuan, keagamaan, pendidikan, pemudas olah raga, sosial,
keschatan, ketenagakerjaan, ransmigrasi sesuai dengan ketentuan
dan/alan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

melakukan  penyiapan bahan pembinaan  teknis operasional
perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarpa
berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan,
pemuda olah raga, sovial, keschatan, ketenagakerjazn, transmigrasi
scsuat dengan keientuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Badan dan/atan lembaga lain yang terkait denpan tugas
Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

melakukan pelayanan mnum dalam perencanaan pembangunan daerah
di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, gosial,
kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan
dan/atan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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i melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan
pelaksanaan program dan kegiatan . Sub Bidang Perencanaan
Kesgjahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaky:

¥

J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan  Urnum  dan  Kesejahteraan Rakyal sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berfaku.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Perekonomian
Pagal 16

Bidang Perencanaan Perckemomian mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian tugas dan fungsi Badan dalam perencanaan pembangunan daerah dj
bidang  koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian,
pethutanan, perikanan, petemnakan sesuai dengan ketentuan dan/atay
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada Pagal 16,
Bidang Perencanaan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

. penyusunan  program dan  kegiatan Bidang  Perencanaan
Perekonomian;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah dacrah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang
koperasi, perdagangan, perindustrian, paniwisata, kebudayaan,
pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuaj

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

C. penyiapan, penyajian data dan informas; mengenai polensi serta
permasalahan  di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian,
pariwisata,  kebudayaan, pertanian, perhwianan,  perkebunan
perkebunan, perikanan, peternakan,

d. penyiapan bahan keordinasi penyusunan kebijakan teknis operagionai
perencanaan pembangunan dacrah di bidang koperasi, perdagangan,
perindusirian,  pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan,
perkebunan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atay
peratiran perundang-undangan yang berlaku;

<. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanamn
program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang
Koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan,
pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

[. pelaksanaan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan
dacrah di bidang koperasi, perdagangan, permdustrian, pariwisata,
kebudayaan, pestanian,  perhutanan, perkebunan,  perikanan,
peternakan sesuai dengan ketentvan dan/atan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

g pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit orpanisasi di
finglungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidang Perencanaan Perckonomian:
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h. pelaksanaan pelayanan wmum dalam perencanaan pembangunan
dacrah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata,
kebudayaan pertanian,  perhutanan, perkebunan, perikanan,
peternakan, sesuai dengan kefentyan dan/atau peratyran perundang-
undangan yang berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan  evaluasi, laporan
pelaksanaan  program  dan kegiatan Bidang  Perencanaan
Perekonomian sesuai dengan ketentuan dan/atan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

J. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan seguaj

dengan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-undangan yang
berlakuy.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Bidang Perencanasn Perekonomian dibantu oleh :

a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan
dar: Perkebunan;

b. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustriag
Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 18

Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan
Perkebunan mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang
Perencanaan  Pertanian  Perikanan Peternakan Kehuwlanan dan
Perkebunan;

b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumiysan kebijakan
umum pemnerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah
di bidang pertanjan, perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai
dengan  ketentuan dan/atan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku;

c. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai

poiensi  serta permasalahan  di bidang pertanian, peshutanan,
perikanan dan peternakan:

d. melakukan penyiapan hahan kooriinas; penyusunan kebijakan teknis
operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian,
perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan
dan/atau perataran perundang-undangan yang berlaku:

¢. telakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di

berlaku;

f. melakukan penyiapan  bahan pembinaan  teknis operasional
perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perfuttanan,
perikapan  dan  pefernakan  seswaj dengan  ketentuan dan/atan
peraturan perundang-undangan yang berlakn;

g melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi o
hinglungan Badan dan/atay lembaga lain yang terkait dengan tugas
Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Petemakan Kehutanan
dan Perkebunan;



h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan  pembangunan

daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan,
sestai dengan ketentuan dan/atan peraturan peruadang-undangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan  koordinasi penyusunan  ¢vahiasi,
laporan pelaksanaan program dan kegjatan Sub Bidang Perencanaan
Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berfaku;

melakukan tugas lain yang diberikan olch Kepala Badan sesuai

dengan ketentuan dan/atau petaturan  perundang-undangan yang
berlaku.

{2) Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata
dan Kebudayaan mempunyai fgas :

a.

melakvkan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintzh daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di
bidang Koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan
kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

melakukan penyiapan bahan, penyapian data dan informasi mengenai
potensi  serta permasalahan di bidang Koperasi Perdagangan
Penndustrian Pariwisata dan Kebudayaan,

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
operasional perencanaan pembangunan dacrah di bidang koperasi,
perdagangan, perindusirian, pariwisata dap kebudayaan  sesuaj

dengan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-undangan yang
berlakn;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di
bidang  koperasi perdagangan perindustrian  pariwisata  dan
kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peratran perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan  penyiapan  bahan pembinaan teknis  operasional
perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi perdagangan
perindustrian pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan
dan/atan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Badan dan/atay lerabaga lain yang teckait dengan tugas
Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian
Pariwisats dan Kebudayaan:

melakukan pelayanan umum  dalam perencanaan  pembangunian
dacrah di bidang koperasi perdagangan perindustrian pariwisata dan
kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peratiran perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordiaasi penyusunan evaluasi, laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Koperasi
Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan
ketentuan dan/atan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



J. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan Perckonomian sesuai demgan  ketentuan  danvatan
. peraturan perundang-imndangan yang berlaku,

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
mempunyai fugas menyclenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam
perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, Jembatan,
lala ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan
sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan  yang
berlaku. -

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastrukiur dan Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :

a, penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan
Umum dan Kesejahteraan Rakyat;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah dalam perencanaam pembangungan daerah dj
bidang dalam perencanaan pembangunan daerah  di bidang
infrastrukiur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup,
sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perendang-undangan yang berlaku;

¢. petiyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang infrastrukiur jalan, jembatan, tata riang,
bangunar, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional
perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan,
jembatan. tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdava air

dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
| peruadang-undangan vang berlaku;

¢. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, Kepatan perencanaan pembangunan daerah di bidang
infrastruktur jatan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup,
sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. petaksanaan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan
daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata mang, bangunan,
lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan scsuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:

g pelaksanaan koordinasi dan konsultasi demgan unit organisasi di
lingkunpgan Badan dan/atan lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastrukey dan Lingkungan

i Hidup,

: b. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan
dacrah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan,
lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yvang berlaku;




{2)

(1)

b penyiapan bahan  koordinasi penyusunan - evaluasi,  laporan
pelaksanaan propram dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan/atay
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan  ketenhuan  dan/atay peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
dibantu olch :

a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tala Ruang
dan Bangunan;

b. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan
Pertambangan.

Pasa] 2]

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan
Bangunan mempunyai tugas

a. melakukar  penyusunan program dan kegiatan  Sub  Bidang
Perencanaan Infrastruktur, Jalap, Jernbatan, Tata Ruang dan
Bangunan;

b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perwmusan kebijakan
umum pernerintah daerah dalam perencanaam pembangungan daerah
di bidang dalam perencanaan pembangunan daerzh di bidang
infrastruktue, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan
ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan yang berlaky;

¢. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai
polenst serta permasalahan di bidang infrastrukeur, jalan, jembatan,
tata mang dan bangunan;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis
operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastrukhuy,
Jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesnai dengan Ketentuan
dan/atau peraturan penundang-undangan yang berlaku;

¢. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
pelaksanaan program, kegiatan peréncanaan pembangunan daerah i
bidang infrastruktur, jalan, Jjembatan, tata ruang dan bangunan sesuai
dengan kefentuan dan/atay peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan pembinasn icknis  operasional
peréncanaan pembangunan dacrah di bidang infrastruktur, jalan,
fembatan, tata mang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaky:

g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang
dan Bangunan;

melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah
di bidang infrastuktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan

sesuai dengan ketentuan dan/atau perafuran perundang-undangzan
yang berlaku;



(2}

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyvsunan evaluazi dan
laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan
Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan sesuai

dengan keteniuan darvatay peratiran  perundang-undangan yang
berlaku;

- melakukan tugas fain yang diberikan oleh Kepala Badap sesuaj

dengan ketentuan dan/atay peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Suraber Dava Air dap
Pertambangan mempunyai hugas :

a. melakukan  penyusunan program  dan  kegiatan  Sub Pidang

Perencanaan  Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air  dan
Perlambangan;

. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangungan daerah
di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai

dengan ketentuan  dan/atan petaturan - perundang-undangan yang
berlaku;

- melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai

potensi serta permasalahan di bidang lingkungan hidup, sumberdaya
air dan pertambangan;

- melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis

operasional perencanaan pembangunan daerah dj bidang lingkungan
budup, sumberdaya air dan pertambangan scsuai dengan ketenfuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang bertaky;

- melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan dacrab di
bidang lingkungan hidup, suimberdaya air dan pertambangan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-undangan yang
berlaky;

melakukan  penyiapan  bahan pembinaan Ieknis  operasional
purencanaan pembangunan daerah dJj bidang lingkungan hidup,
sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. melakukan koordinasi dan Konsuitasi dengan unit organisasi di

lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan mupas
Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan
Pertambangan;

melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan dasrzh
di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlakn;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evatuasi, laporan
pelaksanaan  program dan  kegiatan Sub Bidang Perencanaan
Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan sesuai

dengan keteniuan dan/atau  peraturan perundang-undanpan  yang
berlaku;

melakukan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan ketentuan daw/atau peratugan perundang-undangan  yang
berlaku.



Bagian Keenam
UPT
Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT).

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan oleh

Bupati.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23
Pada Badan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai denpan ketentuan
dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku,
Panaj 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungaional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Kelompok jabatan fungsional terdii dari sejumlah  jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabaian fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat
{1} dikoordinasikan olch tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Badan.

(3} Jumlah tenapa fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

{(4) Jems dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian
sesuai dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku.
BAB V1
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan maupun
dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di
lingknngan pemerintah daerah.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melakzanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Sekretaris, dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab kepada
Kepala Bidangnya masing-masing.
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Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil tangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan dap/atau peraturan penindang-undangan yang
berlaku.

Setiap pimpinan satuan  organisasi di  lingkungan Badan
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti
dan mematuhi pefunjuk sesuai dengan visi dan misi Badan serta
menjabarkannya dalam.program dan kegiatan opersional sesuai tugas
dan fungsi seria bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-wakin.

setiap laporan yang diterima oleh pimpmman satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penvusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dansatau
arahan kepada bawahan

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupali melalul Schretans
Dagsah.

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala
Badan dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Bagian Kedua
Hal Mewakiti
Pasat 27

Sekretaris mewakili Kepala Badan dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasaya.

Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala Badan dapat menunjuk
salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Badan

sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Apabila secrang pimpinan satuan organisasi di ingkungan Badan
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat ebih rendah di bawahnya.

BAB VIL
PEMBIAY AAN
Pasal 28

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atav peraturan

penundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
KEPEGAWALAN
Pasal 29

(1) Pengangkatan dun pemberhentian Kepala Badan serta para pemangku
jabatan lainnya dalam lingkungan Badan dilakukan sesuai dengan ketentuan
danfatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pembinaan kepegawaian.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan
ketentuan dan/atau peratyran perundang-undangan yang berlaku.

BAR IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

{1} Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segaia ketentuan dan/atau

peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak
berlaku.

{2} Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur dan ditetapkan kemudian oteh Bupati.

Pasal 3!

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/itd -

TJETJEP MUCHTAR S/ )LEH

Diundangkan di Cianjur
ada-tamgeal 16 Januari 2009

Tl tarna Muda

NIP.480 092 110

BERITA DAERAH KARUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2009



